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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Beberapa Daftar pertanyaan dibawah ini adalah beberapa hal terkait dengan
indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Model
Efektifitas Jaringan Pemulihan Bencana Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah”.
Jawaban yang Bapak/lbu Berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan
Bapak/Ibu secara personal maupun di Tempat Kerja karena penelitian ini semata-
mata untuk kepentingan Akademik. Olehnya itu diharapkan Bapak/lbu dapat
memberikan informasi yang objektif dan valid mengenai fenomena yang ada
terkait dengan penelitian ini. Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan
banyak terima kasih. Wassalam

IDENTITAS INFORMAN

Nama PP
Umur PP
Jenis Kelamin PRI
Pendidikan Terakhir & ...

Afiliasi/Alamat L,

A. KOMPOSISI JARINGAN
I. Ukuran Aktor.

1. Apa yang anda ketahui dengan organisasi jaringan pemulihan bencana di
Kota Palu?

2. Bagaimana pendapat anda tentang adanya organisasi jaringan pemulihan
bencana?

4. Apakah aktor/lembaga yang terlibat dalam organisasi jaringan yang terlibat
saat ini terlalu banyak atau sedikit ?



5.

1.

2.

Bagaimana dengan peran masing2 aktor yang terlibat dalam organisasi
jaringan?

. Keragaman Aktor.

Apa peran anda/organisasi dalam organisasi jaringan pemulihan bencana?
Menurut anda apakah latar belakang aktor yang terlibat telah memenuhi
kebutuhan organisasi jaringan?

Sumber daya apa yang anda miliki dan telah digunakan dalam organisasi
jaringan?

. Bagaimana anda memanfaatkan sumber daya anda/organisasi di dalam

organisasi jaringan?

B. STRUKTUR TATAKELOLA JARINGAN

Model Tatakelola.

. Menurut anda, bagaimana seharusnya program dalam pemulihan bencana

ini dilakukan?

Bagaimana proses tatakelola dalam jaringan organisasi dibuat dan
disepakati ?

. Menurut anda bagaimana seharusnya tatakelola dibuat dan dijalankan

dalam organisasi jaringan?

. Aturan Kerjasama.

. Adakah aturan kerjasama yang digunakan dalam dalam organisasi jaringan?

Apakah aturan yang ada meningkatkan saling percaya antar peserta
jaringan ?

. Apakah aturan kerjasama tersebut meningkatkan keadilan bagi semua

anggota jaringan atau sebaliknya membuat hubungan Kkerjasama
berlangsung kaku atau tidak fleksibel ?



6. Sejauh apa aturan kerjasama yang ada dalam mendukung upaya
pencapaian tujuan jaringan?

C. PROSES MANAJERIAL
Strategi Dan Tujuan

1. Apakah ada strategi dan tujuan yang dibuat didalam organisasi jaringan ?

3. Apakah ada penetapan tujuan dan sasaran bersama dalam organisasi
jaringan ?

. Transparansi Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi antar peserta jaringan  komunikasi
dibangun/dibuat?

4. Apakah komunikasi yang terjadi melibatkan semua peserta organisasi
jaringan?

D. FAKTOR RELASIONAL
Kepercayaan

1. Apakah anda memiliki keyakinan dengan tujuan organisasi jaringan dalam
pencapaian tujuan ?

2. Apakah anda yakin jka peserta dalam organisasi jaringan lainnya
bersungguh2 dalam pencapaian tujuan organisasi jaringan ?

. Harmoni dan Komitmen.

1. Bagaimana anda berhubungan dengan peserta organisasi jaringan?

3. Bagaimana anda mengelola perbedaan didalam organisasi jaringan ?



4.

Apakah ada perencanaan dan koordinasi dalam mengatasi serta mengelola
konflik yang mungkin timbul dalam organisasi jaringan?

Ill. Gaya Kepemimpinan

1.

2.

Menurut anda seperti apa manajer jaringan mengelola organisasi jaringan?

Apakah manajer dalam mengambil keputusan dilakukan secara partisipatif
dan tidak memihak ?

Apakah manajer organisasi jaringan memiliki kemampuan mengispirasi dan
memotivasi anggota organisasi jaringan?



Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat Dinsos
Kota Palu.



Wawancara dengan Kabid. Perumahan. Dinas Perumahan dan Pemukiman
Kota Palu.

Wawancara dengan Kasi. Perumahan. Dinas Perumahan dan Pemukiman
Kota Palu.



Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kota Palu

Wawancara dengan PPK Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah
Sulawesi Tengah.



Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Pemulihan Bencana

4 0 i Seg ) en
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Pembenahan Infrastruktr Mennjn
Pemulihan Ekonomi Kerakyaian

Ketus DPP Home Industri lodonesia/ | Fkososs UNTAD
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Drs. Hidayat, M.Si M. Rizky Hidayatollah Dr. 3o Joke'elona ‘ Roy Job Ruatakahy

s,

Moderator

—

Diskusi Walikota Palu tentang usaha pemulihan ekonomi bagi warga
terdampak bencana.

Lokasi pembangunan hunian tetap warga terdampak bencana.



Contoh rumah hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Kota Palu
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Pelatihan pemberdayaan ekonomi pascabencana di Kota Palu

Penyerahan bantuan modal usaha bagi warga terdampak bencana di Kota Palu






